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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan 

Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, ketekunan 

dan kesabaran sehingga buku dengan judul IMPLEMENTASI 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA NOMOR 50 TAHUN 2016 (STUDI DI KANTOR 

IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE) yang sudah lama 

dipersiapkan ini akhirnya dapat diselesaikan. 

Negara Indonesia memiliki posisi strategis dalam pergaulan 

internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber 

daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu 

lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin 

meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, di samping telah 

memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh 

negatif berupa timbulnya ancaman. 

Pada dasarnya tujuan utama dari pengawasan orang asing 

adalah untuk melindungi masyarakat dan kedaulatan Negara. 

Apalagi perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi 

dewasa ini menjadikan perpindahan penduduk antar satu negara 

dengan negara lainya sangat terbuka dan mudah. Perpindahan 

penduduk dari suatu negara ke negara tujuan tidak hanya untuk 

sementara namun terdapat juga perpindahan menetap. 

Pengawasan tentang masuknya orang ke dalam maupun ke 

luar Indonesia hanya dapat dilakukan dengan pengawasan pihak 

imigrasi. Lembaga keimigrasian merupakan ujung tombak dalam 

melakukan pengawasan tentang perpindahan orang tetapi pada 

kenyataannya hal ini yang sering luput dalam pengawasan 

lembaga keimigrasian saat terjadi perpindahan dan pemeriksaan 

berkas orang asing, pemeriksaan pembuatan passport orang 

Indonesia. 

Oleh karena hal itu, hadirnya buku ini menjadi sebuah 

usaha penting untuk membahas semua hal yang berkaitan dengan 

keimigrasian terkhusus di Ternate.  Buku ini diperuntukkan untuk 



iv 

 

menambah wawasan di kalangan mahasiswa, masyarakat, 

maupun mereka yang terlibat aktif dalam pemerintahan. 

Tidak ada buku yang sempurna. Sebuah kekurangan tidak 

pernah luput dari segala hal. Penulis mohon maaf apabila terdapat 

kekurangan dalam penyusunan buku ini. Akhir kata, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Saya berharap semoga Allah SWT Tuhan 

Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak 

yang telah membantu Akhir kata, Semoga usaha yang telah 

dilakukan dapat memperoleh berkah. 

 

 

 

 

Ternate, 15 Januari 2022 

Penulis 
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BAB 

1 
 

A. Latar Belakang 

Sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam 

pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun 

potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, 

mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar 

wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing 

di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, 

juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya 

ancaman. Diantaranya adalah banyaknya terjadi arus imigran 

gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita 

yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-

sindikat internasional di bidang terorisme, narkotika, 

pencucian uang, terorisme, penyelundupan dan lain-lain. 

Menghendaki negara/pemerintah berkewajiaban melakukan 

pengawasan terhadap keberadaan orang asing diwilayah 

Negara kesatuan Republik Indonesia baik warga Negara asing 

yang tingga sementara maupun menetap.  

Pada dasarnya tujuan utama dari pengawasan orang 

asing adalah untuk melindungi masyarakat dan kedaulatan 

Negara. Orang asing yang tidak membawa manfaat dan dapat 

membahayakan ketertiban harus dicegah untuk memasuki 

wilayah Indonesia, demikian halnya dengan warga Negara 

asing yang dipandang memiliki manfaat harus diawasi dan 

diatur.  

Apalagi perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan 

teknologi dewasa ini menjadikan perpindahan penduduk antar 

satu negara dengan negara lainya sangat terbuka dan mudah. 

PENDAHULUAN 
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BAB 
2 
 

A. Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Ternate 

Kantor Imigrasi Ternate diresmikan pada tanggal 17 Juli 

1971 dengan nama “Kantor Resort Direktorat Jenderal Imigrasi 

Ternate” yang berkedudukan di kota Ternate Kabupaten 

Maluku Utara, pada masa itu Maluku Utara masih berstatus 

Daerah Tingkat Dua (setara dengan kabupaten) yaitu 

Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dibawah Provinsi 

Maluku dengan ibu kota Provinsi Ambon. Dengan status 

Kantor Resort Direktorat Jenderal Imigrasi maka pengawasan 

dan kendali dibawah Kantor Imigrasi Ambon. 

Periode berikutnya berdasarkan surat kebutusan Menteri 

Kehakiman Nomor : J.S.4/5/13/1977 tanggal 03 Juli 1977 

Kantor resort Direktorat Jendral Imigrasi Ternate menjadi 

“Kantor daerah Imigrasi Ternate” dengan wilayah kerja masih 

meliputi Provinsi Maluku utara.Kemudian Kantor Daerah 

Imigrasi Ternate ditetapkan menjadi Kantor Imigrasi Kelas II 

dengan wilayah kerja meliputi Maluku Utara mencakup 8 

(delapan) Kabupaten/Kota meliputi: 

1. Kota Ternate Ibu kota Ternate. 

2. Kota Tidore Ibu kota Soasio. 

3. Kabupaten Halmahera Barat Ibu kota Jailolo. 

4. Kabupaten Halmahera Selatan Ibu kota Labuha Bacan. 

5. Kabupaten Kepulauan Sula Ibu kota Sanana. 

6. Kabupaten Halmahera Utara Ibu kota Tobelo. 

7. Kabupaten Halmahera Timur Ibu kota Maba. 

8. Kabupaten Halamahera Tengah Ibu kota Weda. 

DESKRIPSI KANTOR 
IMIGRASI TERNATER 
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BAB 

3 

 

Implementasi Peraturan Kementerian Hukumdan Hak Asasi 

Manusia Nomor 50 Tahun 2016 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Ternate 

Dalam sejarah hukum imigrasi di Indonesia, pengawasan 

orang asing di indonesia telah mengalami 2(dua) kali 

pemberlakuan undang-undang keimigrasian. 

PertamaIndonesia melahirkan produk berupaUndang-

undangNomor 9 Tahun 1992 tentangKeimigrasian yang 

disahkan padatanggal 31 Maret 1992. Sejak saatitulah 

pengertian imigrasi dalamhukum Indonesia mulai ada dan 

diberlakukan. Undang-unang nomor 9 tahun 1992 sendiri 

berlaku selama 19 tahun sejak disahkan DPR RI pada 1992.  

Menurut kepala Kantor Keimigrasian Kelas I TPI Ternate 

Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dalam hal 

pengawasan orang asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi 

Kelas I Ternate sebelum Permenkumham No 50 tahun 2016 

adalah produk-produk hukum sebagai berikut: 

“Pengawasan orang asing sebelum diberlakukan 

Permenkumham No 50 tahun 2016 tentang Tim 

Pengawasan Orang Asing berlandaskan pada Keputusan 

Menteri Kehakiman Nomor M.24-PR.09.03 Tahun 1995 

tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan 

Orang Asing; Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 

M.39-PR.09.03 Tahun 1996 tentang Susunan Tim 

Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Tingkat Pusat; 

serta Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-

HASIL PENELITIAN 
DAN PEMBAHASAN 
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BAB 

4 

 

Pasal 15 

1) Anggota Tim Pora mempunyai tugas memberikan saran dan 

pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga 

pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan 

Pengawasan Orang Asing.  

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) Tim Pora mempunyai fungsi:  

a. Koordinasi dan pertukaran data dan informasi;  

b. Pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang 

Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan 

sampai dengan provinsi;  

c. Analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang 

berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing 

serta membuat peta Pengawasan Orang Asing  

d. Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan 

Orang Asing;  

e. Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama 

dalam rangka Pengawasan Orang Asing;  

f. Penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat 

khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri 

setiap instansi anggota Tim Pora; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim 

Pora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing. 

 

TUGAS DAN FUNGSI 
TIM PORA 
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